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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Regional Revenue Growth,
Capital Expenditure Growth and Economic Growth on Fiscal Stress. The object
studied in this research is on the Country and City governments throughout Central
Java Province period 2014-2016.
This type of research is quantitative research. The population in this
research is Government of Regency and Town in Central Java. The sample was
chosen by purposive sampling technique. This study uses secondary data obtained
from Realization  Report budget and the GDP as a sample. Samples obtained
from the Office of The Audit Board of The Republic of Indonesia Central Java.
The analysis technique used is Multiple Regression Analysis.
The result of the research shows that Capital Expenditure have significant
effect on Fiscal Stress, whereas growth of Regional Revenue Growth and
Economic Growth have no significant effect on Fiscal Stress.
Keywords: Local Revenue Growth, Capital Expenditure Growth, Economic
Growth, Fiscal Stress
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah , Pertumbuhan Belanja Modal dan Pertumbuhan
Ekonomi terhadap Fiscal Stress. Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah
pada Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah periode  2014-2016.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Sampel
penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini
menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Laporan Realisasi APBD dan
Laporan PDRB sebagai sampel. Sampel yang diperoleh dari Kantor Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Jawa Tengah. Teknik analisis
yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Belanja Modal
berpengaruh signifikan terhadap Fiscal Stress, sedangkan Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan
terhadap Fiscal Stress.
Kata Kunci : pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan belanja modal,
pertumbuhan ekonomi, fiscal stress
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang diatur dalam UU No. 22
Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU
No. 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua
ketentuan perundangan ini memberikan kesempatan yang sangat luas kepada
pemerintah daerah baik dalam penggalian maupun optimalisasi pemanfaatan
berbagai potensi yang ada di daerahnya (Setyawan et al, 2008)
Dengan dikeluarkannya  UU No. 32 dan 34 Tahun 2004 mengenai  adanya
kewenangan daerah dan sebagai implikasinya adalah adanya desentralisasi  fiskal.
Kebijakan ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola
sumber daya yang ada di daerahnya secara lebih efisien. Daerah-daerah yang
memiliki potensi sumber daya masing-masing mendapat kebebasan untuk
meningkatkan kreatifitas dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber
daya  daerahnya. Namun di sisi lain, akibat kebijakan ini dimungkinkan dapat
menjurus  pada disparitas (ketimpangan) yang tinggi di setiap daerah (Firstanto,
2015)
Adanya disparitas (kapasitas) fiskal yang tinggi antar daerah memasuki era
otonomi maka untuk beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung
karena memiliki sumber- sumber penerimaan yang potensial, yang berasal dari
2pajak, retribusi daerah, maupun ketersediaan sumber daya alam yang memadai
yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah. Namun, disisi lain bagi beberapa
daerah, otonomi bisa jadi menimbulkan persoalan tersendiri mengingat adanya
tuntutan untuk meningkatkan kemandirian daerah (Firstanto, 2015)
Fiscal stress merupakan ketidakmampuan daerah meningkatkan
penerimaan daerahnya ataupun menyediakan barang dan jasa (pelayanan) publik
yang dibutuhkan warga masyarakatnya (Arnett,  2011). Konsekuensinya, tekanan
fiskal (fiscal stress) yang tinggi akan berdampak pada kinerja keuangan
pemerintah dalam mengatur dan mengalokasikan anggarannya.
Latar belakang dari adanya fenomena fiscal stress ini karena adanya
fenomena yang terjadi dimana lahirnya Undang-Undang No.28 tahun 2009
Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sebelum adanya UU tersebut beberapa
wewenang daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah masih dipungut dan disetor
kepada Pemerintah Pusat. Diundangkannya UU No. 28 Tahun 2009, adalah suatu
bentuk apresiasi pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang
semakin besar kepada Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah
yang berbasis pelayanan kepada masyarakat (Muda, 2012).
Studi tentang fiscal stress di tingkat daerah menjadi semakin penting,
terutama pada era otonomi daerah dimana daerah dituntut untuk mampu
menyelenggarakan  pemerintahannya penyediaan barang dan pelayanan publik
bagi warga  masyarakatnya. Upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah
dengan menggali  penerimaan baru harus terus dilakukan dalam rangka menutupi
anggaran belanja daerah yang semakin meningkat setiap tahun (Firstanto, 2015).
3Pada saat fiscal strees tinggi, pemerintah cenderung menggali potensi
penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan
Akoto, 2004). Oleh karena itu, tingginya angka upaya pajak dapat diidentikkan
dengan kondisi fiscal stress. Upaya pajak (Tax Effort) adalah upaya peningkatan
pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi)
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah (Budi dan Priyo, 2008).
Upaya pajak sebagai porsi pajak yang ditentukan sebagai pendapatan dan
ukuran usaha yang diajukan pemerintah untuk menaikkan pendapatan sesuai
dengan yang dibutuhkan (Honadle, 2004). Artinya Upaya pajak (Tax Effort)
menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya
dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pegertian ini
adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai
dalam tahun anggaran daerah tersebut.
Pendapatan dalam konsep tersebut berkaitan secara langsung dengan
pendapatan sendiri (di Indonesia dikenal dengan PAD), atau mengacu pada
pendapatan yang terdapat dalam kebijaksanaan pemerintah daerah dan tidak
termasuk transfer dari pemerintah pusat.
Adanya tekanan anggaran (fiscal stress) tidak hanya diindikasikan
dipengaruhi pendapatan  asli daerah (PAD), tetapi dipengaruhi pola/stuktur
belanja daerah. Adi (2007) memberikan argumentasi bahwa perubahan pola
belanja, terutama dengan peningkatan belanja pembangunan menjadi hal yang
logis dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Terkait dengan
4hal itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendekatkan diri dalam berbagai
kegiatan pelayanan publik guna meningkatkan tingkat kepercayaan publik.
Anggaran belanja modal  yang akan semakin meningkat setiap tahunnya,
jika tidak adanya penerimaan daerah yang memadai untuk membiayai belanja
daerah, maka hal ini akan dapat mempengaruhi terjadinya fiscal stress, mengingat
perubahan pembiayaan akan lebih banyak disebabkan adanya tuntutan
peningkatan pelayanan publik yang ditunjukkan dengan peningkatan alokasi
ataupun terjadi pergeseran belanja untuk kepentingan-kepentingan pelayanan
publik secara langsung dalam hal ini belanja pembangunan (Muda, 2012)
Peningkatan belanja modal untuk pembangunan secara langsung akan
meningkatkan anggaran belanja daerah. Belanja modal tidak hanya ditujukan
untuk pengembangan infrasruktur, tetapi juga ditujukan untuk berbagai jasa yang
terkait dengan pemberian layanan kepada publik. Dengan begitu fiscal stress
dapat terjadi karena dipicu oleh defisit anggaran dimana pengeluaran lebih besar
dari pada pendapatan (Reschovsky, 2003).
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penentu tingkat
kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi
belum tentu menggambarkan kondisi kemakmuran masyarakatnya, mengingat
bahwa  pertumbuhan ekonomi hanya mencerminkan bagaimana “kue
pembangunan”  diperbesar, tapi belum menggambarkan bagaimana “kue
pembangunan” tersebut  didistribusikan secara merata dalam rangka kesejahteraan
masyarakat (Firstanto, 2015).
5Dengan potensi produk domestik yang cukup baik maka akan
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain arah pembangunan
ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat akan meningkat dan
merata. Sehingga meningkatnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi
masyarakat dalam produktivitas menggali sumber potensi yang ada pada daerah,
yang berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah, serta mengurangi
terjadinya fenomena fiscal stres, karena daerah akan dapat membiayai
pembangunan daerahnya melalui pemasukan derah yang dimiliki.
Beberapa studi terdahulu menunjukan masih adanya perbedaan hasil
penelitian tentang hubungan  pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal,
pertumbuhan ekonomi  pada fiscal stress. Muda (2012) dalam penelitiannya
menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD), yang berpengaruh signifikan
terhadap fiscal stress. Sedangkan variabel Pertumbuhan Belanja
Modal/Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi/PDRB tidak berpengaruh
signifikan terhadap fiscal stress.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fristanto (2015) yang
menunjukkan bahwa Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak
berdampak signifikan terhadap fiscal stress, hanya pertumbuhan belanja modal
saja yang memiliki dampak negatif pada fiscal stress.
Penelitian lain yang tidak sejalan dengan kedua penelitian tersebut yaitu
penelitian Mariani (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah
(PAD) berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress, sedangkan belanja modal
berpengaruh namun tidak signifikan. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
6yang signifikan berpengaruh terhadap peningkatan fiscal stress.
Penelitian ini mencoba untuk mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh
Muda (2012) yang meneliti mengenai Variabel yang Mempengaruhi Fiscal Stress
pada Kabupaten/Kota Sumatra Utara. Perbedaan dalam penelitian ini dengan
peneltian tersebut adalah menggunakan komponen pertumbuhan ekonomi dengan
PDRB harga konstan sehingga dapat mengurangi efek inflasi dan perkembangan
barang dan jasa, tempat penelitian dilakukan spesifik di 35 Kabupate/Kota di
Provinsi Jawa Tengah.
Jawa Tengah merupakan sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang
telah merasakan dampak dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Dengan
pelaksanaan otonomi daerah pemerintah kabupaten/kota di  provinsi Jawa Tengah
dituntut untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya agar  kemandirian dan
pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan program  dan kegiatan
yang sudah direncanakan.
Adanya peningkatan pendapatan asli daerah di Jawa Tengah dari lima
tahun terakhir, meskipun begitu hal ini tidak menutup kemungkinan daerah
tersebut mengalami fiscal stress jika melihat dari fenomena pertumbuhan
pendapatan dan belanja modal yang ada. Berikut disajikan Tabel 1.1 yang
menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah (termasuk tekanan fiskal) di
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2016.
7Tabel 1.1
Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2016 (Jutaan
rupiah)
Kabupaten
PAD
(jutaan
rupiah)
Total
Transfer
(jutaan
rupiah)
Belanja
Daerah
(jutaan
rupiah)
PAD+
Transfer
(jutaan
rupiah)
PAD/
Transfer
(%)
Transfer
/Belanja
(%)
Banjarnegara 221.048 1..264.067 2.017.382 1.485.115 14,88 62,66
Banyumas 541.418 1.868.465 2.415.866 2.409.883 22,47 77,34
Batang 209.957 1.031.100 1.290.820 1.241.057 16,92 79,88
Blora 171.277 1.331.607 1.945.723 1.502.884 11,40 68,44
Boyolali 292.310 1.358.444 1.730.044 1.650.754 17,71 78,52
Brebes 339.156 1.747.009 2.946.260 2.086.165 16,26 59,30
Cilacap 428.598 1.941.145 3.150.325 2.369.743 18,09 61,62
Demak 287.457 1.266.900 1.763.395 1.554.357 18,49 71,84
Grobogan 299.211 1.489.834 1.967.739 1.789.045 16,72 75,71
Jepara 322.509 1.383.615 1.893.756 1.706.124 18,90 73,06
Karanganyar 301.307 1.390.153 1.818.357 1.691.460 17,81 76,45
Kebumen 291.016 1.779.771 2.283.531 2.070.787 14,05 77,94
Kendal 265.074 1.263.993 1.681.658 1.529.067 17,34 75,16
Klaten 224.197 1.573.615 1.784.595 1.797.812 12,47 88,18
Kudus 279.239 1.290.967 1.927.792 1.570.206 17,78 66,97
Magelang 288.485 1.213.326 1.708.800 1.501.811 19,21 71,00
Pati 314.921 1.579.434 2.071.848 1.894.355 16,62 76,23
Pekalongan 310.572 1.182.370 1.485.040 1.492.942 20,80 79,62
Pemalang 275.458 1.507.813 1.843.048 1.783.271 15,45 81,81
Purbalingga 251.816 1.177.113 1.555.984 1.428.929 17,62 75,65
Purworejo 255.599 1.315.706 1.594.894 1.571.305 16,27 82,49
Rembang 234.168 935.943 1.438.006 1.170.111 20,01 65,09
Semarang 318.536 1.3257.79 1.724.190 1.644.315 19,37 76,89
Sragen 297.176 1.4425.80 2.108.368 1.739.756 17,08 68,42
Sukoharjo 363.163 1.2469.54 1.650.404 1.610.117 22,56 75,55
Tegal 316.051 1.4936.63 2.070.201 1.809.714 17,46 72,15
Temanggung 281.328 1.062.555 1.468.230 1.343.883 20,93 72,37
Wonogiri 218.604 1.4701.68 1.832.894 1.688.772 12,94 80,21
Wonosobo 199.894 1.079.170 1.375.461 1.279.064 15,63 78,46
Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah (Diolah)
8Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap
penerimaan daerahnya di kabupaten di Jawa Tengah tahun 2016 adalah relatif
kecil, yaitu kurang dari 30% (11,40% - 22,56%), sedangkan dana transfer sangat
mendominasi kontribusinya terhadap belanja daerah, yaitu (59,30% - 88,18%).
Hal in diperkuat dengan adanya peningkatan Belanja Modal dari tahun 2014 -
2016. Menurut penelitian Shamsub dan Akoto (2014), belanja modal yang tinggi
identik dengan fiscal stress yang tinggi, negara dan pemerintah daerah dengan
Fiscal Stres yang tinggi harus mempertimbangkan membatasi pertumbuhan total
belanja sejalan dengan pertumbuhan pendapatan.
Berikut disajikan Tabel 1.2 yang menggambarkan kondisi keuangan
peningkatan belanja modal dari tahun 2014 - 2016 di Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah.
Tabel 1.2
Peningkatan total Belanja Modal Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah tahun
2014-2016 (Jutaan Rp)
Tahun Total Belanja Modal
2014 9.153.927
2015 10.408.346
2016 11.272.384
Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah (Diolah)
Dominasi ini tentu saja akan berpengaruh buruk pada jangka panjang,
mengingat belanja daerah akan semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam
rangka mendorong penyelenggaraan pembangunan di setiap daerah. Sedangkan
kebutuhan untuk memenuhi belanja daerah sepenuhnya masih bergantung dari
pembagian dana perimbangan. Jika hal ini tidak diikuti dengan peningkatan PAD,
9maka ketergantungan pada dana dari pusat (dana transfer) akan memicu terjadinya
fenomena yang disebut fiscal stress.
Penelitian ini dimotivasi karena adanya perbedaan hasil dari penelitian
terdahulu dan adanya dugaan kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
di Jawa Tengah berpengaruh terhadap fiscal stres, oleh karena itu peneliti ingin
meneliti kembali mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pertumbuhan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Fiscal
Stress di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”.
1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasikan beberapa
masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu ;
1. Kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja daerah
di Provinsi Jawa Tengah menyebabkan pemerintah daerah mengalami
ketergantungan pada dana dari pusat (dana transfer). Maka dengan kata lain,
pemerintah daerah  masih kurang dalam meningkatkan penerimaan
daerahnya yang identik dengan fenomena fiscal stres.
2. Belanja daerah yang semakin meningkat jika tidak dimbangi dengan
kenaikan  pendapatan maka akan menimbulkan fenomena fiscal stress.
1.3. Batasan Masalah
Batasan masalah ini dibuat agar peneliti tidak menyimpang dari arah dan
sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat
dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain :
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1. Pada penelitian ini data – data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan data dari tahun 2014-2016.
2. Pemilihan sampel yang digunakan penelitian ini adalah 29 Kabupaten dan 6
Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
3. Penelitian ini menggunakan komponen pertumbuhan ekonomi dengan
PDRB harga konstan.
1.4. Rumusan Masalah
Sesuai dengan penjelasan latar belakang tersebut diatas maka rumusan
masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah;
1. Apakah pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap
fiscal stress ?
2. Apakah pertumbuhan belanja modal berpengaruh terhadap fiscal stress ?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap fiscal stress ?
1.5. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pemaparan rumusan masalah tersebut peneliti ini memiliki
tujuan adalah sebagai berikut;
1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah (pad)
terhadap fiscal stress.
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan belanja modal terhadap fiscal
stress.
3. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap fiscal stress.
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1.6. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang
membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa
manfaat penelitian ini antara lain:
1. Manfaat Teoritis
Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan IAIN Surakarta
mengenai fiscal stres di Pemerintahan Kabupaten Jawa Tengah dan juga
sebagai tambahan wawasan untuk pengetahuan diperkuliahan khususnya
dibidang akuntansi sektor publik dan sebagai bahan referensi untuk
penelitian mendatang.
2. Manfaat Praktis
Bagi pemerintah daerah sebagai informasi dan masukan bagi Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah  dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi
masalah tekanan anggaran (fiscal stress) serta memperhatikan faktor-faktor
yang mempengaruhi fiscal stress dan benar-benar mengawasi pelaksanaan
penyerapan Anggaran Belanja yang dikucurkan dari pusat untuk menutupi
belanja daerahnya.
1.7. Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian terlampir.
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi
Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
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BAB I: PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah,
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, jadwal penelitian serta, sistematika penulisan skripsi.
BAB II: LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisi tentang kajian teori, hasil penelitian terkait yang
relevan, kerangka berfikir, serta hipotesis.
BAB III: METODE PENELITIAN
Pada bab ini berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian,
populasi, sampel, tehnik pengambilan sampel, data dan sumber data teknik
pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.
BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan diuraikan perihal gambaran umum penelitian, pengujian
dan hasil analisis data yang didapat, serta pembahasan hasil analisis data
(pembuktian hipotesis)
BAB V: PENUTUP
Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk
pihak Pemerintah Daerah Kabupaten, serta pihak lain yang berkepentingan
dengan penelitian ini.
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BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Kajian Teori
2.1.1. Fiscal Stress
Tidak ada definisi fiscal stress yang diterima secara universal. Sehingga
para peneliti membuat definisi sendiri yang mampu menjawab tujuan penelitian
mereka dengan mempertimbangkan ketersediaan data (Arnett, 2011). Artinya,
para peneliti sering menciptakan definisi sendiri untuk mengakomodasi fokus
penelitian atau memodifikasi definisi yang digunakan oleh penelitian sebelumnya.
Arnett (2011) mendefinisikan fiscal stress sebagai ketidakmampuan
meningkatkan penerimaan daerahnya ataupun menyediakan barang dan jasa
(pelayanan) publik yang dibutuhkan warga masyarakatnya. Dalam penelitian yang
dilakukan oleh Shamsub dan Akoto (2004) menyimpulkan bahwa :
Our findings suggest some policy implications. State and local
governments with high stress should consider limiting the growth of total
expenditure to be in line with revenue growth. Those states should also
allow local governments to assume more spending responsibilities, which
may lead to a reduction in fiscal stress. In addition, increasing the
diversification of local government revenue sources is a crucial factor that
reduces fiscal stress amid the reduction in state aid to local governments
Dari penjelasan yang dipaparkan oleh Shamsub dan Akoto (2004) dapat
disimpulkan bahwa fiscal stress dapat di indikasikan ketika pengeluaran daerah
dalam hal ini belanja modal mengalami peningkatan, namun jika tidak di imbangi
dengan adanya sumber pendapatan daerah yang memadai maka hal ini dapat
memicu terjadinya kondisi fiscal stress. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk
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mengurangi fiscal stress,  pemerintah daerah harus mengurangi laju pertumbuhan
pengeluaran sejalan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah.
Dimana fiscal stress menjadi semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan
peningkatan kemandirian yang ditujukan dengan meningkatnya penerimaan
sendiri untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada. Ketersediaan sumber-
sumber daya daerah potensial dan kesiapan daerah menjadi faktor penting
keberhasilan dalam era otonomi.
Shamsub dan Akoto (2004) mengelompokkan penyebab timbulnya fiscal
stress ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:
1. Menekankan bahwa peran siklus ekonomi dapat menyebabkan fiscal
stress. Penyebab utama terjadinya fiscal stress adalah kondisi ekonomi
seperti pertumbuhan yang menurun dan resesi.
2. Menekankan bahwa ketiadaan perangsang bisnis dan kemunduran industri
sebagai penyebab utama timbulnya fiscal stress. Yu dan Korman (1987)
dalam Shamsub dan Akoto (2004) menemukan bahwa kemunduran
industri menjadikan berkurangnya hasil pajak tetapi pelayanan jasa
meningkat, hal ini dapat menyebabkan fiscal stress.
3. Menerangkan bahwa fiscal stress sebagai fungsi politik dan faktor-faktor
keuangan yang tidak terkontrol. Ginsberg dalam Shamsub dan Akoto
(2004) menunjukkan bahwa sebagian dari peran ketidakefisienan
birokrasi, korupsi, gaji yang tinggi untuk pegawai, dan tingginya belanja
untuk kesejahteraan sebagai penyebab fiscal stress.
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Otonomi daerah menuntut daerah untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah (PAD). Seiring dengan peningkatan kemandirian, daerah diharapkan
mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam era ini,
PAD idealnya menjadi komponen utama pembiayaan daerah. Namun upaya
pemerintah daerah ini mengalami hambatan karena diberlakukannya UU No. 34
Tahun 2000 tentang Pajak Daerah. Keberadaan UU ini seringkali dinilai justru
menjadi disinsentif  bagi daerah, dikarenakan membatasi daerah untuk melakukan
ekstensifikasi pajak- pajak daerah.
Terdapat 5 kategori besar pengukuran fiscal stress di tingkat daerah (state)
yang dikaji oleh Arnett (2011), antara lain: defisit anggaran (budget deficits),
saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicadangkan (year-end unreserved budget
balance), penurunan atas kinerja penerimaan pemerintah daerah (decline in
states’s revenues performance), peningkatan pajak relatif terhadap trend
pengeluaran (tax increases relative to spending trends) dan rasio keuangan
(financial ratios).
Hasil kajian Arnett (2011) menekankan bahwa fund balance (saldo dana =
selisih penerimaan dan pengeluaran) adalah penting dalam penentuan indikator
(ukuran) fiscal stress karena dianggap mewakili kemampuan pemerintah untuk
terus bertahan beroperasi meskipun dalam kondisi ekonomi yang mengalami
permasalahan finansial sekalipun. Pemerintah daerah yang memiliki Saldo Dana
(fund balance) masih mampu bertahan beroperasi untuk menyerap dampak negatif
dari permasalahan finansial tersebut.
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2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Halim (2008) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD)
merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli
daerah. Mardiasmo (2004) mengemukakan bahwa, pendapatan asli daerah (PAD)
adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.
Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa, pendapatan
asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber
dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli
daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang diperoleh dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain pendapatan asli daerah lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun kelompok pendapatan asli daerah menurut Halim (2008)
dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :
1. Pajak Daerah
Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
Sesuai dengan UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
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Menurut UU tersebut pendapatan pajak untuk provinsi meliputi obyek pendapatan
berikut :
a. Pajak kendaraan bermotor
b. Bea balik nama kendaraan bermotor
c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
d. Pajak kendaraan diatas air
e. Pajak air dibawah tanah
f. Pajak air permukaan
Selanjutnya , jenis pajak kabupaten/kota tersusun atas :
a. Pajak Hotel
b. Pajak Restoran
c. Pajak Hiburan
d. Pajak Reklame
e. Pajak Penerangan Jalan,
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
g. Pajak Parkir
2. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari
retribusi daerah. Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Rertibusi Daerah. Untuk provinsi, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan
berikut :
a. Retribusi pelayanan kesehatan
b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
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c. Retribusi biaya cetak peta
d. Retribusi pengujian kapal perikanan
Selanjutnya, jenis pendapatan retribusi untuk Kabupaten/kota meliputi
obyek pendapatan berikut :
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
f. Retribusi Pelayanan Pasar
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
o. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
p. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
q. Retribusi Tempat Pelelangan
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r. Retribusi Terminal
s. Retribusi Tempat Khusus Parkir
t. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
u. Retribusi Rumah Potong Hewan
v. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
w. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
x. Retribusi Penyeberangan di Air
y. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
z. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
aa. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
bb. Retribusi Izin Gangguan
cc. Retribusi Izin Trayek
dd. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan
penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Jenis pendapatan dirinci menurut obyek yang mencakup :
a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerintah/BUMN
c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat
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4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain lain
milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan
daerah selainyang diatas. Jenis pendapatan ini meliputi obyek pendapatan berikut:
a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
b. Jasa giro
c. Pendapatan bunga
d. Penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
f. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
h. Pendapatan denda pajak daerah
i. Pendapatan denda retribusi
j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
k. Pendapatan dari pengembalian
l. Pendapatan dari pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum
m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
5. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Pada peraturan sebelumnya, yaitu keputusan menteri dalam negeri
(Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002, pendapatan ini dikelompokkan dalam
jenis pendapatan bantuan dana kontinjensi/penyeimbang idari pemerintah dan
dana darurat.
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Sesuai dengan peraturan terbaru Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,
pendapatan ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :
a. Pendapatan hibah
b. Pendapatan dana darurat
c. Pendapatan lainnya
2.1.3 Belanja Modal
Belanja modal daerah merupakan bagian dari belanja daerah. Berdasarkan
UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan.
Definisi belanja menurut PP No. 24 Tahun 2004, belanja adalah semua
pengeluaran dari rekening kas umum negara / daerah yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Menurut Halim (2013), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran
untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode akuntansi. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap
tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap
lainnya, atau juga dengan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan,
biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli.
Menurut Syaiful (2006), Belanja Modal dapat dikategorikan dalam lima
kategori utama, yaitu :
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1. Belanja Modal Tanah
Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk
pengadaan/ pembelian/ pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah,
pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan
pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dimaksud
dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang
digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, dan peningkatan
kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam
kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang
digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian, termasuk pengeluaran
untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan
bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud
dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang
digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan,
pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk
perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang
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menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi
siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya
Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan
untuk pegadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan
pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainya yang tidak dapat
dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah
belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala
dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal
ilmiah.
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi
Dalam penelitian Muryawan dan Sukarsa (2016), pertumbuhan ekonomi
didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memproduksi atau
menyediakan kebutuhan barang dan jasa kepada masyarakatnya sehingga
memungkinkan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi
(economic growth) menjelaskan atau mengukur prestasi dari perkembangan suatu
perekonomian.
Dalam perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti
perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti
pertambahan jumlah dan produksi barang industri, pertambahan jumlah sarana
pendidikan, infrastruktur, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi, dan
berbagai perkembangan lainnya.
24
Komponen pertumbuhan ekonomi di penelitian ini diukur dengan
menggunakan PDRB. PDRB yang digunakan adalah PDRB berdasarkan Harga
Konstan. Dalam penelitiannya Firstanto (2015), produk domestik regional bruto
(PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah barang dan jasa yang
dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan
PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan.
PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang
dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara
PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun
tertentu sebagai tahun dasar dan saat ini menggunakan tahun 2000.
Tujuan desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah.
Peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah (Saragih, 2003).
Sidik (2002) mengatakan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak
hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk
mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada
gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.    Upaya    untuk    meningkatkan
pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan
Hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan
dalam penelitian ini yang berkaitan dengan fiscal stress, antara lain :
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Muda (2012) meneliti tentang Variabel yang Mempengaruhi Fiscal Stress
pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Hasil penelitiannya menunjukan variabel
pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD), yang berpengaruh signifikan
terhadap fiscal stress di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan variabel
pertumbuhan belanja modal/pembangunan dan pertumbuhan ekonomi/PDRB
tidak berpengaruh signifikan dengan tingkat alpha 5 % terhadap fiscal stress di
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
Firstanto (2016) meneliti tentang Analisis Pengaruh Pertumbuhan PAD,
PDRB, dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress pada Kabupaten Dan Kota Di
Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan PAD
dan pertumbuhan PDRB tidak berdampak signifikan terhadap fiscal stress, hanya
pertumbuhan belanja modal saja yang memiliki dampak negatif pada fiscal stress.
Hal ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan belanja modal akan menciptakan
potensi penerimaan pemerintah daerah di masa yang akan datang.
Mariani (2016) meneliti tentang  Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli
Daerah dan Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress pada Kabupaten /
Kota Se-Sumatera Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan
PAD berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress.
Arnet (2011) meneliti tentang “Fiscal Stress in the US. States: An Analysis
of Measures and Responses”. Hasil penelitian menunjukan fund balance (saldo
dana) merupakan indikator penting dalam pengukuran fiscal stress karena
mencerminkan kemampuan pemerintah untuk terus bertahan beroperasi meskipun
dalam kondisi ekonomi yang sulit sekalipun.
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Arif (2015) meneliti tentang Faktor- faktor yang Mempengaruhi Fiscal
Stress di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa PAD berpengaruh
signifikan terhadap fiscal stress. Sedangkan belanja modal dan pertumbuhan
ekonomi tidak berpengaruh terhadap fiscal stress.
Shamsub dan Akoto (2004) meneliti tentang State And Local Fiscal
Structures And Fiscal Stress. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengeluaran
yang tinggi dikaitkan dengan fiscal stress yang tinggi, sedangakan diversifikasi
pendapatan daerah dikaitkan dengan fiscal stress yang rendah. Temuan
menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan dan desentralisasi fiskal dapat
digunakan sebagai langkah-langkah untuk mengurangi fiscal stress.
2.3. Kerangka berfikir
Berdasarkan kajian literatur diatas, maka kerangka pemikiran yang dapat
dikembangkan adalah sebagai berikut :
Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran
Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah
(X1)
Pertumbuhan
Belanja Modal
(X2)
Pertumbuhan Ekonomi
(X3)
Fiscal Stress
(Y)
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2.4. Hipotesis
2.4.1. Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Fiscal
Stress
Muda (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD memiliki dampak
atas fiscal stress suatu daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan
penerimaan daerah (dalam hal ini PAD) mempengaruhi tingkat fiscal stress pada
suatu daerah. Adanya perubahan (kenaikan/penurunan) dari komponen
penerimaan daerah akan menyebabkan perubahan tingkat fiscal stress yang
dialami oleh daerah tersebut.
Terkait dengan hal itu, penelitian  Muda (2012) merinci bahwa komponen
dari sektor penerimaan dalam anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD)
yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi fiscal stress adalah proporsi
retribusi daerah, sedangkan proporsi pajak daerah relatif tidak terpengaruh,
bahkan proporsinya sedikit naik dalam komposisi pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi
fiscal stress adalah dengan menaikan pendapatan daerah seperti menaikan pajak.
Upaya pemerintah dalam menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan
penerimaan daerahnya identik dengan fiscal stress (Shamsub dan Akoto, 2004).
Hal ini untuk mendorong pemerintah agar meningkatkan pendapatan daerah nya
ditengah tuntutan otonomi agar pemerintah tidak terlalu menggantungkan dana
transfer dari pemerintah pusat.
Penelitian lain yang dilakukan Mariani (2016) membuktikan bahwa
pertumbuhan PAD berpengaruh pada fiscal stress. Dari hasil penelitian
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menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan terhadap fiskal
stress. Pemerintah daerah yang mengalami kondisi fiscal stress akan berupaya
mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian utama dalam
penyusunan APBD sebagai upaya untuk meningkatkan pembiayaan.
Dari gambaran pemaparan ini, dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai
berikut :
H1 : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Fiscal
Stress
2.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Fiscal Stress
Dalam menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah harus lebih
meningkatkan pelayanan publiknya. Upaya ini akan terus mengalami perbaikan
sepanjang didukung oleh tingkat pembiayaan daerah yang memadai. Alokasi
belanja yang memadai untuk peningkatan pelayanan publik diharapkan
memberikan timbal balik berupa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah,
baik yang berasal dari retribusi, pajak daerah maupun penerimaan lainnya (Muda,
2012)
Perubahan pembiayaan lebih banyak disebabkan adanya tuntutan
peningkatan pelayanan publik yang ditunjukan dengan peningkatan alokasi atau
terjadinya pergeseran belanja untuk kepentingan – kepentingan pelayanan publik
secara langsung, dalam hal ini belanja pembangunan (Setyawan et al, 2008).
Belanja pembangunan seperti pembangunan infrastuktur pada jangka
pendek akan memperbesar anggaran belanja daerah. Apabila belanja daerah atau
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belanja modal terjadi peningkatan jika tidak diimbangi dengan ketersediaan
pembiayaan pembangunan yang cukup besar maka dapat menimbulkan fiscal
stress yang cukup serius, mengingat fiscal stress disini dicerminkan adanya
ketidakseimbangan anggaran penerimaan dengan pengeluaran.
Penelitian yang dilakukan oleh Fristanto (2015) yang menunjukkan bahwa
pertumbuhan belanja modal  memiliki dampak negatif pada fiscal stress. Hal ini
dapat diartikan bahwa pertumbuhan belanja modal akan menciptakan potensi
penerimaan pemerintah daerah di masa yang akan datang.
Hasil penelitian lain yang lakukan oleh Arif (2015), Kabupaten/Kota
Indonesia mengalami fiscal stress yang tinggi disebabkan karena belanja daerah
yang tinggi tidak diimbangi oleh pendapatan daerah yang ada. Penelitian ini lalu
dipertegas oleh Shamsub dan Akoto (2004) yang menyimpulkan bahwa belanja
yang tinggi identik dengan fiscal stress yang tinggi. Hal ini sesuai fenomena yang
peneliti jelaskan bahwa kondisi belanja modal pada pemerintah Kabupaten di
Jawa Tengah sangatlah tinggi.
Dari gambaran pemaparan ini, dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai
berikut :
H2 : Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh terhadap Fiscal Stress
2.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Fiscal Stress
Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan komponen terpenting untuk
mengetahui perkembangan suatu daerah dan juga menjadi salah satu tujuan yang
penting pemerintah daerah. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang
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ditunjukan dengan nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami
kemajuan dalam perekonomian ( Pardede et al, 2015)
Apabila pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan menggunakan
komponen PDRB suatu daerah mengalami peningkatan kesempatan kerja,
kesejahteraan, produktivitas, yang nantinya akan berdampak dengan
meningkatnya pendapatan atau penerimaan daerah. Dengan kata lain peningkatan
PDRB dapat mengurangi timbulnya fenomena fiscal stress. Penelitian yang
dilakukan Shamsub dan Akoto (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi
yang menurun menyebabkan fiscal stress, untuk mengurangi Fiscal Stress
pemerintah daerah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dari gambaran pemaparan ini, dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai
berikut :
H3 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Fiscal Stress
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Waktu  dan Wilayah Penelitian
Waktu penelitian dimulai dari penyusunan proposal pada bulan Maret
tahun 2017. Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa
Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota.
3.2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  penelitian
kuantitatif. Penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi
atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian,
analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji
hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012).
3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sample
3.3.1. Populasi
Menurut Sugiyono (2012) Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil
kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di lingkup
Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 29 Pemerintah Kabupaten dan 6
Pemerintah Kota.
32
3.3.2 Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Menurut Indriantoro (2014) sampel adalah
bagian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu yang juga memiliki
karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.
Sampel dari penelitian ini adalah 35 Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah.
1.3.3 Teknik Pengambilan Sampel
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive
sampling yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya
diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Elemen populasi yang
dipilih sebagai sampel dibatasi pada elemen-elemen yang dapat memberikan
informasi berdasarkan pertimbangan (Indriantoro, 2014).
Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah :
1. Sampel diambil hanya wilayah Kabupaten/Kota saja, karena mengingat
adanya saran dari rujukan utama untuk memperkecil sampel penelitian pada
skop Kabupaten/Kota saja, sehingga bisa diidentifikasikan permasalahan
utama pada kasus Kabupaten/Kota tertentu.
2. Data sampel diambil dari 3 tahun terakhir Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP-LKPD) Provinsi Jawa
Tengah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 35
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada tahun 2014 sampai
2016 setelah penelitian ini dilakukan.
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3. Sampel merupakan perwakilan dari laporan penerimaan sumber pendapatan
daerah.
4. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LHP-LKPD) Provinsi Jawa Tengah tersebut boleh dipublikasikan.
3.4. Data dan Sumber Data
Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh
peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat
pihak lain) (Indriantoro, 2014).
Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2014-2016 yang
diperoleh dari Kantor BPK RI Provinsi Jawa Tengah dengan pengajuan formulir
permintaan data terlebih dahulu, dan selain itu menggunakan data Pertumbuhan
Ekonomi Kabupaten/Kota Jawa Tengah dari tahun 2014-2016 yang diperoleh
melaui situs masing-masing alamat Badan Pusat Statistik per Kabupaten/Kota.
3.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data yang
dibutuhkan secara langsung melalui dokumen dokumen, catatan-catatan dan
observasi secara langsung. Data –data yang dibutuhkan dalam penelitian ini
diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan hasil pemeriksaan BPK RI
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atas laporan keuangan pemerintah daerah (LHP-LKPD) Provinsi Jawa Tengah
dan data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016.
Untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LHP-LKPD) Provinsi Jawa
Tengah, peneliti mengumpulkan data total realisasi dari pendapatan asli daerah
(PAD), belanja modal dan pertumbuhan ekonomi dari masing-masing
Kabupaten/Kota per tahun 2014, 2015 dan 2016 yang diperoleh dari laporan
realisasi anggaran. Sedangkan untuk untuk data pertumbuhan ekonomi, peneliti
mengumpulkan data total produk domestik regional bruto dari masing-masing
Kabupaten/Kota per tahun 2014, 2015 dan 2016 yang diperoleh dari laporan
produk domestik regional bruto.
3.6. Variabel Penelitian
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat/nilai dari orang, objek
atau kegiatan yang mempunyai variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012). Variabel dalam penelitian ini
sebagai berikut:
3.6.1. Variabel Bebas (X)
Variabel Bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi
penyebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2012).
Variabel bebas dalam penelitian ini antara lain :
1. Variabel (X1) : Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Variabel (X2) : Pertumbuhan Belanja Modal
3. Variabel (X3) : Pertumbuhan Ekonomi
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3.6.2. Variabel Terikat (Y)
Menurut Sugiyono (2012) variabel dependen (variabel terikat) merupakan
variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
Variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku
dalam investigasi (Sekaran, 2006). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah
fiscal stress (Y).
3.7. Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional variabel menjelaskan cara tertentu yang digunakan
oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan construct, sehingga memungkinkan
bagi peneliti yang lain untuk menggunakan replikasi pengukuran dengan cara
yang sama atau mengembangkan cara pengukuran construct lyang lebih baik
(Indriantoro, 2014).
Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai
berikut:
3.7.1. Variabel Bebas (X)
1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)
Halim (2008) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD)
merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli
daerah.  Pertumbuhan pendapatan asli daerah diukur berdasarkan pendapatan asli
daerah periode APBD sebelumnya (Haryadi, 2002).
PPAD (t) = PADt/PADt-1 x 100%
Keterangan :
PPAD (t) = Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah periode t
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PADt-1 = Pendapatan Asli Daerah periode t
PAD(t-1) = PendapatanAsli Daerah periode t-1
2. Pertumbuhan Belanja Modal (X2)
Menurut Halim (2013), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran
untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari
satu periode akuntansi. Pertumbuhan belanja modal diukur berdasarkan belanja
modal periode APBD dibagi dengan belanja daerah periode APBD sebelumnya
(Haryadi, 2002).
PBM(t) = BMt/BMt-1 x 100 %
Keterangan:
PBM(t) = Pertumbuhan Belanja Modal periode t
BM(t) = Belanja Modal periode t
BM (t-1) = Belanja Modal periode t-1
3. Pertumbuhan Ekonomi (X3)
Dalam penelitian Muryawan dan Sukarsa (2016), pertumbuhan ekonomi
didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara untuk memproduksi atau
menyediakan kebutuhan barang dan jasa kepada masyarakatnya sehingga
memungkinkan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan Ekonomi
dalam penelitian ini diproksikan dengan PDRB.
Firstanto (2015) menjelaskan, pertumbuhan produk domestik regional
bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan
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dari seluruh kegiatan perekonomian disuatu daerah. Pertumbuhan produk
domestik regional bruto (PDRB) diukur berdasarkan PDRB harga konstan
(Haryadi, 2002).
PPDRB (t) = PDRBt/PDRBt-1 x 100 %
Keterangan:
PPDRB (t) = Pertumbuhan Ekonomi periode t
PDRBt = PDRB periode t
PDRBt-1 = PDRB periode t-1
3.7.2 Variabel Terikat (Y)
Fiscal Stress (Y)
Tekanan yang terjadi akibat keterbatasan penerimaan pendapatan anggaran
pada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanakan pembangunan dan
meningkatkan kemandirian di daerahnya dapat dikatagorikan daerah tersebut
mengalami fiscal stress atau tekanan anggaran (Muryawan dan Sukarsa, 2016).
Arnett (2011) menyebutkan bahwa fund balance (saldo dana) merupakan
indikator/ukuran penting yang mengindikasikan suatu daerah mampu
mengkontrol fiscal stress atau tidak. Semakin positif fund balance (penerimaan
daerah > total belanja daerah) maka semakin kecil kemungkinannya daerah itu
mengalami fiscal stress. Menurut Arnett (2011), tekanan fiskal (fiscal stress)
dapat dirumuskan:
Fiscal Stress = Realisasi PAD – Belanja Modal
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3.8. Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini data yang dikumpulkan dianalisis dengan
menggunakan regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik. Data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini diolah kemudian dianalisis dengan alat statistik
sebagai berikut :
3.8.1 Statistik Deskriptif
Untuk memperoleh gambaran tentang karakteristik responden yang diteliti,
dilakukan pengolahan data melalui perhitungan statistik deskriptif. Statistik
deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-
rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis
dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016)
Statistik ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai demografi
responden yang menunjukkan tingkat pendidikan, lamanya bekerja dan usia
reponden. Sedangkan untuk memberikan deskriptif tentang karakter variabel-
variabel penelitian digunakan tabel distribusi yang menunjukkan mean, median,
kisaran dan deviasi standar.
3.8.2 Uji Asumsi Klasik
Pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi linear bertujuan untuk
menghindari munculnya bias dalam analisis data serta untuk menghindari
kesalahan spesifikasi (misspecification) model regresi yang digunakan. Pengujian
terhadap asumsi-asumsi regresi linear atau disebut juga dengan pengujian asumsi
klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji
autokorelasi (Latan dan Temalagi, 2013)
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Adapun uji asumsi klasik yang dipakai yaitu uji normalitas, uji
multikolinieritas dan uji autokorelasi dan iji heteroskisidasitas.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016).
Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik
Kolmogorov-Smirnov Test. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai
signifikansi >0,05 (Ghozali, 2016).
2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi
ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah dengan melihat
nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai cut off yang umum
dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10
atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat
kolonieritas yang masih dapat ditolerir (Ghozali, 2016).
3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).Model regresi yang baik adalah
regresi yang bebas dari masalah autokorelasi (Ghozali, 2016). Salah satu cara
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yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi ini adalah uji Durbin
Watson (DW test). Hipotesis yang akan diuji adalah :
H0 : tidak ada autokorelasi (r=0)
HA : ada autokorelasi (r≠0)
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2016) :
Hipotesis nol Keputusan Jika
Tdk ada autokorelasi positif Tolak 0 < d <dl
Tdk ada autokorelasi positif No desicison dl ≤ d ≤ du
Tdk ada korelasi negative Tolak 4-dl < d < 4
Tdk ada korelasi negative No desicison 4-du ≤ d ≤ 4-dl
Tdk ada autokorelasi, Positif atau Negatif Tdk ditolak du < d < 4-du
4. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,
maka disebut Homokedastisitas dan jika beda disebut Heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi
Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).
Salah satu cara untuk mengetahui terjadinya heteroskedastisitas dalam
suatu model regresi linear berganda adalah dengan metode uji park , yaitu dengan
cara meregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan
variabel independennya., sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat
kepercayaan 5%. Jika nilai signifikansi variabel independen >0,05 maka tidak
terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi variabel independen
<0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.
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3.8.3 Uji Ketepatan Model
1. Uji F
Uji statistik F pada dasarnya menguji apakah secara keseluruhan variabel
independen atau bebas mempunyai hubungan yang linier dengan variabel
dependen atau terikat secara simultan. Untuk menguji hipotesis ini digunakan uji
statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan apabila nilai signifikansi value
F test < 0,05 maka berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi
variabel dependen. Atau dapat dikatakan bahwa variabel-variabel independen
secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).
2. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai kofisien
determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan
variabel-veriabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas.
Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan
hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel
dependen (Ghozali, 2016).
Untuk menentukan model terbaik para peneliti telah menganjurkan untuk
menggunakan nilai Adjusted R Square.Koefisien determinasi dapat dilihat pada
tabel Model Summary pada tabel Adjusted R Square.Besarnya nilai Adjusted R
Square menunjukan seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh
variabel independen (Ghozali, 2016).
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3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis Regresi Berganda (multiple linear regression method) bertujuan
untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh lebih dari satu variabel
independen terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh pendapatan asli daerah,
belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap fiscal stress pada
pemerintahan kabupaten Jawa Tengah.
Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:
Y = βo + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e
Keterangan :
Y = Fiscal Stress
βo = Intersept
β1, β2, β3 = Koefisien regresi
X1 = Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X2 = Pertumbuhan Belanja Modal
X3 = Pertumbuhan Ekonomi
e = Error
Hasil dari analisis regresi adalah koefisien signifikan untuk masing-masing
variabel independen yang menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis
alternatif. Perhitungan statistik disebut signifikan apabila nilai uji statistiknya
berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ha diterima). Sebaliknya disebut tidak
signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam saerah dimana Ha ditolak.
Tingkat signifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar
0,05 karena dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel
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yang diuji atau menunjukkan hubungan bahwa korelasi antar kedua variabel
cukup nyata. Disamping itu tingkat signifikansi 0,05 sering digunakan dalam
penelitian-penelitian ilmu sosial.
3.8.5 Uji Hipotesis
Uji signifikan t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel
dependen.  Hipotesi nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter
(bi) sama dengan nol, atau :
Ho : bi = 0
Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang
signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) parameter
suatu variabel tidak sama dengan nol, atau :
HA : bi ≠ 0
Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap
variabel dependen (Ghozali, 2016). Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh
masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen,
maka digunakan tingkat signifikan 0,05. Jika uji t menghasilkan t hitung > t tabel
dan signifikansi <0,05 (a=5%), maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya variabel
bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
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BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Penelitian
4.1.1 Letak Wilayah Jawa Tengah
Jawa Tengah sebagai salah satu Propinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua
Propinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Ibu kota Jawa Tengah adalah
kota Semarang. Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota.
Data penelitian sebanyak 105 data (35 x 3) laporan keuangan pemerintah daerah.
Serta laporan produk domestic regional bruto (PDRB) kabupaten/kota di Jawa
Tengah  periode 2014 sampai dengan 2016.
Berikut adalah daftar kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah yang dijadikan
obyek penelitian :
Tabel 4.1
Daftar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
No Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota
1 Kab. Banjarnegara 13 Kab. Pekalongan 25 Kab. Sukoharjo
2 Kab. Banyumas 14 Kab. Kendal 26 Kab. Tegal
3 Kab. Batang 15 Kab. Klaten 27 Kab. Temanggung
4 Kab. Blora 16 Kab. Kudus 28 Kab. Wonogiri
5 Kab. Boyolali 17 Kab. Magelang 29 Kab. Wonosobo
6 Kab. Brebes 18 Kab. Pati 30 Kota Magelang
7 Kab. Cilacap 19 Kab. Pemalang 31 Kota Pekalongan
8 Kab. Demak 20 Kab. Purbalingga 32 Kota Salatiga
9 Kab. Grobogan 21 Kab. Purworejo 33 Kota Semarang
10 Kab. Jepara 22 Kab. Rembang 34 Kota Surakarta
11 Kab. Karang anyar 23 Kab. Semarang 35 Kota Tegal
12 Kab. Kebumen 24 Kab. Sragen
Sumber: Jatengprov.go.id, 2016
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4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data
4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Berdasarkan pengumpulan data sekunder mengenai pertumbuhan
pendapatan asli daerah (PAD), pertumbuhan belanja daerah, pertumbuhan
ekonomi dan fiscal stress pada pemerintah kabupaten di Jawa Tengah tahun 2014-
2016, maka dapat di deskripsikan nilai minimum, maksimum, mean data standar
deviasi variabel penelitian sebagai berikut :
Tabel 4.2
Statistik Deskriptif Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan Belanja Modal,
Pertumbuhan Ekonomi dan Fiscal Stress
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation
FS 102 -445471 464929 -41971,46 137933,719
P_PAD 102 ,99 2,00 1,2615 ,22858
P_BM 102 ,34 2,94 1,2949 ,37048
PE 102 ,96 1,10 1,0526 ,01304
Valid N (listwise) 102
Dari hasil uji statistik deskriptif pada tabel diatas, didapatkan informasi
bahwa setelah dilakukan pengolahan data, dapat dilihat bahwa jumlah data (N)
yang valid pada penelitan ini adalah sebanyak 102 sampel dari total sample
sebanyak 105, disebabkan 3 diantaranya data tidak terdistribusi dengan normal,
sehingga peneliti melakukan outlier, dan hasil anaisis diskriptif adalah sebagai
berikut :
Berdasarkan uji deskriptif tersebut juga dapat diperoleh informasi variabel
pertumbuhan PAD memiliki rentang nilai dari 0,99 hingga 2,00  nilai paling
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terendah dimiliki oleh Kabupaten Pekalongan pada tahun 2015, dan nilai  tertinggi
dimiliki Kabupaten Brebes pada tahun 2014. Nilai rata-rata PAD 1,2627 dan
deviasi standarnya bernilai 0,22858.
Berdasarkan uji deskriptif tersebut juga dapat diperoleh informasi variabel
pertumbuhan belanja modal memiliki rentang nilai dari 0,34 hingga 2,94 nilai
paling terendah dimiliki Kabupaten Rembang pada tahun 2015, dan nilai  tertinggi
dimiliki Kabupaten Magelang pada tahun 2015. Nilai rata-rata Belanja Modal
1,2904 dan deviasi standarnya bernilai 0,37048.
Berdasarkan uji deskriptif tersebut juga dapat diperoleh informasi variabel
pertumbuhan ekonomi memiliki rentang nilai dari 0,96 hingga 1,10 nilai paling
terendah dimiliki oleh Kabupaten Demak pada tahun 2014, dan nilai  tertinggi
dimiliki Kabupaten Cilacap pada tahun 2014. Nilai rata-rata Pertumbuhan
Ekonomi 1,0526, dan deviasi standarnya bernilai ,01304.
Berdasarkan uji deskriptif tersebut juga dapat diperoleh informasi variabel
fiscal stress memiliki rentang nilai dari -445471 hingga 464929 nilai paling
terendah dimiliki oleh Kabupaten Brebes  pada tahun 2016, dan nilai tertinggi
dimiliki Kabupaten Rembang pada tahun 2015. Nilai rata-rata Fiscal Stress
41971,46 dan deviasi standarnya bernilai 137933,719.
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik
Model regeresi yang baik disyaratkan harus memenuhi tidak adanya
masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini
meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji
heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik :
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1. Uji Normalitas
Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan statistik
Kolmogrov-Smirnov Test dengan taraf signifikansi 0,05. Jika signifikansi yang
dihasilkan > 0,05 maka distribusi residualnya normal. Begitu pula sebaliknya, jika
signifikansi < 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Hasil pengujian
normalitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.3
Uji Statistik Kolmogrov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 102
Normal Parametersa,b
Mean 0E-7
Std. Deviation 131642,01960800
Most Extreme
Differences
Absolute ,124
Positive ,104
Negative -,124
Kolmogorov-Smirnov Z 1,252
Asymp. Sig. (2-tailed) ,087
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.
Hasil pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov
menunjukkan bahwa nilai dari asymp sig sebesar 0,087 yang lebih besar dari
tingkat signifikansi penelitian 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan
regresi untuk model dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang normal,
sehingga data dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi berganda.
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2. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Uji
multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance dan varian inflation factor (VIF). Jika
nilai tolerance value diatas 0,10 maka nilai VIF dibawah 10 maka tidak terjadi
multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada tabel berikut.
Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas
Model T Sig.
Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1
(Constant) ,878 ,382
P_PAD 1,155 ,251 ,949 1,054
P_BM -2,798 ,006 ,985 1,016
PE -,895 ,373 ,943 1,061
Tabel diatas menunjukkan bahwa pada model regresi diketahui nilai
tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Hasil pengujian ini
mengindikasikan bahwa dalam model-model regresi yang digunakan dalam
penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas
3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada
korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu
pada periode t-1. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan dengan
uji Durbin- Watson (DW).  Berikut adalah hasil dari pengujian uji Durbin Watson.
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Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi
Substruktural 1
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted RSquare
Std. Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
1 ,299a ,089 ,061 133641,760 1,431
a. Predictors: (Constant), PE, P_BM, P_PAD
b. Dependent Variable: FS
Substruktural 2
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted RSquare
Std. Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
1 ,418a ,174 ,140 128556,215 2,037
a. Predictors: (Constant), LAG_FS, P_BM, PE, P_PAD
b. Dependent Variable: FS
Hasil uji autokolerasi dengan uji Durbin - Watson menunjukkan nilai dw
sebesar 1,431 dan nilai Du diperoleh sebesar 1,736 dengan jumlah variable 3 (k =
3) dan jumlah sampel 102 yang menunjukkan du > dw < 4-du yaitu 1,736 > 1,431
< 2,264. Dengan demikian menunjukkan bahwa model regresi dengan uji Durbin
- Watson terdapat masalah autokolerasi.
Peneliti melakukan beberapa treatment untuk mengobati masalah
autokorelasi tersebut dengan cara pengobatan menggunakan Cochrane Orutt.
Setelah dilakukan pengobatan terlihat pada substruktural 2 menunjukkan bahwa
du < dw < 4-du yaitu 1,736<2,037<1,732. Dengan demikian menunjukkan bahwa
model regresi dengan uji Durbin – Watson sudah bebas dari masalah autokolerasi.
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4. Uji Heterokedastisitas
Uji Heteroskedasitistas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.
Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Park. Dalam
uji Park dapat diperoleh jika nilai signifikansi variabel independen >0,05 maka
tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi variabel
independen <0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil dari uji
heteroskisidasitas menggunakan uji Park.
Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 25,843 19,885 1,300 ,197
P_PAD -,589 1,052 -,057 -,560 ,577
P_BM 1,237 ,637 ,194 1,942 ,055
PE -4,739 18,491 -,026 -,256 ,798
a. Dependent Variable: LNU2i
Hasil uji heteroskesidasitas  diketahui jika  variabel bebas Pertumbuhan
PAD, Pertumbuhan Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan
nilai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa
semua variabel pertumbuhan PAD, pertumbuhan Belanja Modal, dan
Pertumbuhan Ekonomi bebas dari masalah heteroskedastisitas.
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4.2.3 Uji Ketetapan Model
1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Uji F ini dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model yang layak (fit) atau tidak. Uji F digunakan untuk
mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap variabel dependen. Hasil Uji statistik F dapat dilihat dari tabel
dibawah ini :
Tabel 4.6
Hasil Pengujian Hipotesa Uji F
Pada tabel 4.6 nilai F sebesar 3,197 dengan nilai signifikansi sebesar 0,027
< 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-vaiabel independen yang berupa
pertumbuhan PAD, pertumbuhan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi secara
bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Fiscal
Stress. Dan model yang digunakan untuk menguji pertumbuhan PAD,
pertumbuhan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi adalah model yang fit.
2. Pengujian Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya.
ANOVAa
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1
Regression 171305040179,5 3 57101680059,8 3,197 ,027b
Residual 1750291753973,7 98 17860119938,5
Total 1921596794153,3 101
a. Dependent Variable: FS
b. Predictors: (Constant), PE, P_BM, P_PAD
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Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai adjusted R square. Berikut
hasil analisinya :
Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the
Estimate
1 ,299a ,089 ,061 133641,760
a. Predictors: (Constant), PE, P_BM, P_PAD
b. Dependent Variable: FS
Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diketahui koefisien determinasi
(R2) yaitu Adjusted R Square sebesar 0,061 atau 61%. Hal ini menunjukkan
bahwa variabel independen (pertumbuhan PAD, pertumbuhan belanja modal dan
pertumbuhan ekonomi) mampu menerangkan variabel dependen (Fiscal Stress)
sebesar 61% sedangkan sisanya sebesar 39% dipengaruhi atau dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini.
4.2.4. Analisis Regresi Linier
Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa
data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal dan tidak terdapat masalah
multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedatisitas. Oleh karena itu data yang
tersedia telah memenuhi sayarat untuk menggunakan model regresi berganda.
Analisis regresi berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang
akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak.
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Dalam penelitian ini persamaan umum dari regresi ganda yang digunakan
adalah Y = a + b1 X1 + b2 X2+ b3 X3 + e. Berdasarkan hasil analisis regresi
ganda dengan program SPSS for Windows versi 20 diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Berganda
Berdasarkan Tabel 4.8 di atas diperoleh persamaan regresi linier ganda :
Y =991243,620 + 68954,693X1 -101197,466X2 - 939686,852X3 + 11292224,664
Dari persamaan regresi yang telah disusun dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Nilai konstanta (a) sebesar 991243,620 menunjukkan bahwa apabila variabel
independen bernilai 0 atau ditiadakan, maka nilai fiscal stress adalah sebesar
991243,620.
2. Koefisien pertumbuhan PAD sebesar 68954,693, menunjukkan bahwa setiap
penambahan PAD sebesar 1 kali maka akan diikuti oleh peningkatan nilai
fiscal stress perusahaan sebesar 68954,693.
3. Koefisien pertumbuhan belanja modal sebesar -101197,466, menunjukkan
bahwa setiap penurunan pertumbuhan belanja modal sebesar 1 kali akan
diikuti oleh penurunan nilai fiscal stress sebesar -101197,466.
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 991243,620 1129224,664 ,878 ,382
P_PAD 68954,693 59712,724 ,114 1,155 ,251
P_BM -101197,466 36173,348 -,272 -2,798 ,006
PE -939686,852 1050062,825 -,089 -,895 ,373
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4. Koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -939686,852, menunjukkan bahwa
setiap penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 kali maka akan diikuti oleh
penurunan nilai fiscal stress sebesar -939686,852.
5. Error dalam penelitian ini sebesar 1129224,664 yang berarti bahwa pada
populasi penelitian (35 Kbupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah) terdapat selisih
antara nilai duga dengan nilai hasil pengamatan sebesar 1129224,664.
4.2.5. Uji Hipotesis
1. Uji Signifikansi (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen
secara parsial atau secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen.
Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih
kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang
menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi
variabel dependen. Berikut adalah tabel uji t:
Tabel 4.9
Hasil Uji Hipotesis
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 991243,620 1129224,664 ,878 ,382
P_PAD 68954,693 59712,724 ,114 1,155 ,251
P_BM -101197,466 36173,348 -,272 -2,798 ,006
PE -939686,852 1050062,825 -,089 -,895 ,373
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Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa tiga variabel yang
dimasukkan dalam model signifikan fiscal stress. Diperoleh nilai t untuk variabel
bebas Pertumbuhan PAD sebesar 1,155 dengan nilai signifikansinya 0,251 lebih
besar dari tingkat kekeliruan 5%(α=0,05) maka dapat diambil kesimpulan untuk
menerim H0. Artinya pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap fiscal stress.
Diperoleh nilai t untuk variabel bebas belanja modal sebesar -2,798
dengan nilai signifikansinya 0,006 lebih kecil dari tingkat kekeliruan 5%(α=0,05)
maka dapat diambil kesimpulan untuk menolak H0. Artinya pertumbuhan belanja
modal berpengaruh terhadap fiscal stress.
Diperoleh nilai t  untuk variabel bebas pertumbuhan ekonomi sebesar -
0,895 dengan nilai signifikansinya 0,373 lebih besar dari tingkat kekeliruan
5%(α=0,05) maka dapat diambil kesimpulan untuk menerima H0. Artinya
Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Fiscal Stress.
4.3 Hasil Analisis Data
4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah terhadap Fiscal
Stress
Hipotesis pertama menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan asli
daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap fiscal stress pada pemerintah
kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil uji t untuk variabel pertumbuhan PAD
sebesar 1,155 dengan nilai signifikansinya 0,251 lebih besar dari tingkat
kekeliruan 5% (α=0,05) maka dapat membuktikan bahwa pertumbuhan PAD tidak
berpengaruh terhadap fiscal stress pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa
Tengah.
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Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Hal ini
mengindikasikan bahwa pertumbuhan PAD di pemerintah kabupaten/kota
Provinsi Jawa Tengah tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal
tersebut yang menyebabkan nilai fiscal stress menurun. Pada saat PAD
mengalami peningkatan, maka pemerintah akan lebih meningkatkan kontribusi
PAD terhadap pengeluaran pemerintah, yang mana pemerintah akan dapat
membiayai pengeluaran nya dengan pendapatan asli derah yang dimiliki nya.
Pada saat pemerintah mengalami kondisi fiscal stress, maka pemerintah
harus mengurangi laju pertumbuhan belanja modal yang tinggi sejalan dengan
tingkat pertumbuhan pendapatan. Negara yang memberikan lebih banyak pilihan
kepada pemerintah daerah untuk mendiversifikasi sumber pendapatan daerahnya,
mereka cenderung memiliki nilai fiscal stress yang rendah (Shamsub dan Akoto,
2004).
Muryaman dan Sukarsa (2014) dalam penelitiannya memberikan pendapat
bahwa ketika pemerintah mengalami kondisi fiscal stress, tidak hanya berdampak
negatif, tetapi juga berdampak positif, karena pemerintah dituntut untuk menaikan
pendapatan daerah. Hal ini yang akan mendorong pemerintah untuk melakukan
diversifikasi pendapatan daerah. Dengan melakukan diversifikasi pendapatan
daerah maka pemerintah dapat menurunkan angka fiscal stress di daerahnya
(Shamsub dan Akoto, 2004)
Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Firstanto (2015)
yang menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap fiscal
stress. Namun hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang
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dilakukan Muda (2012) dan Mariani (2016) yang menunjukkan adanya pengaruh
pertumbuhan PAD terhadap fiscal stress.
4.3.2 Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal terhadap Fiscal Stress
Hipotesis kedua menyatakan bahwa pertumbuhan belanja modal
berpengaruh terhadap fiscal stress pada pemerintah kabupaten di Jawa Tengah.
Hasil uji t untuk variabel pertumbuhan belanja modal sebesar -2,798 dengan nilai
signifikansinya 0,006 lebih kecil dari tingkat kekeliruan 5% (α=0,05) sehingga
dapat membuktikan bahwa pertumbuhan belanja modal berpengaruh negatif
terhadap fiscal stress pada pemerintah kabupaten di Jawa Tengah.
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan, nilai
pertumbuhan belanja modal yang negatif menunjukkan  bahwa semakin rendah
pertumbuhan belanja modal maka fiscal stress di pemerintah Kabupaten/Kota
Jawa Tengah akan semakin rendah. Hal ini disebabkan meskipun belanja modal di
Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, fenomena ini tidak
menyebabkan fiscal stress, justru hal tersebut menurunkan angka fiscal stress,
disebabkan pemerintah dapat membiayai pengeluaran tersebut dengan PAD dan
penerimaan pendapatan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat.
Pertumbuhan Belanja Modal yang tinggi namun berpengaruh negatif
terhadap fiscal stress, hal ini juga mengindikasikan bahwa adanya penggunaan
sumber daya secara efisien dan efektif dan berbagai fasilitas yang disediakan
dapat dioptimalkan kemanfaatannya. Peningkatan Belanja modal di pemerintah
kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah menunjukan bahwa pemerintah ingin
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berupaya untuk meningkatkan PADnya dengan melalui pemanfaatan belanja
modal
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Firstanto
(2012) yang menyatakan bahwa Belanja modal berpengaruh terhadap fiscal stress.
akan tetapi hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan
Muda (2012) dan Mariani (2016) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh
belanja modal terhadap fiscal stress.
4.3.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Fiscal Stress
Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak
berpengaruh terhadap fiscal stress pada pemerintah kabupaten di Jawa Tengah.
Hasil uji t untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar -0,895 dengan nilai
signifikansinya 0,373 lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (α=0,05) sehingga
dapat membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap
fiscal stress pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan.
Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap fiscal stress, Hal ini
mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan PDRB di
kabupaten Jawa Tengah telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun nya,
sehingga hal ini dapat menurunkan angka fiscal stress. Karna pada dasarnya untuk
mengurangi kondisi fiscal stress pemerintah daerah perlu meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nya (Shamsub dan Akoto, 2004)
Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Arif
(2015), yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif
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terhadap fiscal stress. Hasil penelitian yang sejalan, Muda (2012), Firstanto
(2012), diperoleh kesimpulan tidak ada pengaruh pertumbuhan ekonomi/PDRB
terhadap fiscal stress.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasakan hasil uji T variabel pertumbuhan pendapatan asli daerah dengan
tingkat signifikansi 0,0251>0,05, jadi secara parsial variabel pertumbuhan
pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap fiscal stress.
2. Berdasakan hasil uji T variabel pertumbuhan belanja modal dengan tingkat
signifikansi 0,006<0,05, jadi secara parsial variable pertumbuhan belanja
modal berpengaruh terhadap fiscal stress.
3. Berdasakan hasil uji T variabel pertumbuhan ekonomi dengan tingkat
signifikansi 0,373>0,05 jadi secaca parsial variable pertumbuhan ekonomi
tidak berpengaruh terhadap fiscal stress.
4. Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,061 menunjukkan bahwa
pengaruh besarnya pendapatan asli daerah, belanja modal, dan pertumbuhan
ekonomi secara bersama-sama terhadap fiscal stress adalah sebesar 61%
sedangkan 39% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti mengalami keterbatasan yang menghambat
hasil penelitian agar sesuai dengan hipotesis yang diajukan sehingga dapat
menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya. Adapun keterbatasan
tersebut antara lain :
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1. Periode penelitian hanya terbatas dari tahun 2014-2016 saja.
2. Jumlah sampel yang diigunakan hanya 102 sampel.
3. Faktor-faktor yang memengaruhi fiscal stress sebenarnya masih banyak, dan
dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel yang ternyata masih
sedikit menjelaskan variabel dependennya.
4. Keterbatasan peneliti dalam memperoleh jurnal yang berkaitan dengan fiscal
stress
5.3 Saran –saran
Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan
keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui
hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:
1. Mengingat nilai R2 yang diperoleh dari hasil analisis data hanya sebesar 61%
saja dan 39% nya dipengaruhi variabel lain, maka untuk peneliti selanjutnya
diharapkan dapat memasukan variabel lain yang diduga dapat
mempengaruhi nilai fiscal stress.
2. Pemerintah daerah diharapkan lebih optimal dalam mengupayakan
peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya dari tahun ke tahun
yakni dengan menerapkan dan memperbaiki cara dan juga sistem yang telah
dilakukan, atau minimal penerimaan dari sumber-sumber penerimaan pajak
daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tersebut
harus dipertahankan jumlahnya, sehingga ketergantungan daerah terhadap
bantuan dana dari pusat setiap tahunnya bisa dikurangi.
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3. Selanjutnya pemerintah daerah diharapkan dapat merencanakan target
penerimaan PAD sesuai dengan potensi yang dimiliki, menggerakkan
sumber daya yang ada untuk memaksimalkan potensi PAD yang dimiliki.
Dengan adanya sumber penerimaan yang cukup, maka dapat memperkecil
terjadinya gap fiscal stress yang ada sehingga dapat meningkatkan
kemandirian Provinsi Jawa Tengah.
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Lampiran 3
Pertumbuhan PAD tahun 2014 (dalam jutaan)
No Kabupaten PAD 2013 PAD 2014 Pertumbuhan PAD(%)
1 Banjarnegara 98.975 161.652 1,63
2 Banyumas 308.349 435.597 1,41
3 Batang 143.502 172.638 1,20
4 Blora 95.192 144.724 1,52
5 Boyolali 160.752 227.516 1,42
6 Brebes 133.836 267.770 2,00
7 Cilacap 278.507 374.023 1,34
8 Demak 138.214 220.329 1,59
9 Grobogan 143.586 235.295 1,64
10 Jepara 133.778 231.673 1,73
11 Karanganyar 161.715 215.298 1,33
12 Kebumen 132.481 242.079 1,83
13 Kendal 132.870 215.294 1,62
14 Klaten 115.441 177.922 1,54
15 Kudus 144.995 234.073 1,61
16 Magelang 173.253 242.448 1,40
17 Pati 169.127 279.254 1,65
18 Pekalongan 148.550 255.037 1,72
19 Pemalang 136.362 217.345 1,59
20 Purbalingga 122.858 202.593 1,65
21 Purworejo 127.565 200.258 1,57
22 Rembang 126.808 178.642 1,41
23 Semarang 215.679 248.213 1,15
24 Sragen 146.721 254.392 1,73
25 Sukoharjo 192.971 264.814 1,37
26 Tegal 156.244 253.716 1,62
27 Temanggung 102.080 160.726 1,57
28 Wonogiri 111.592 182.149 1,63
29 Wonosobo 108.729 175.319 1,61
30 Kota Semarang 1136.367 1201.581 1,06
31 Kota Magelang 164..927 186.677 1,13
32 Kota Surakarta 335..660 372.798 1,11
33 Kota Salatiga 165.747 167.010 1,01
34 Kota Tegal 241.936 271.601 1,12
35 Kota Pekalongan 144.065 152.044 1,06
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Lampiran 4
Pertumbuhan PAD tahun 2015 (dalam jutaan)
No Kabupaten PAD 2014 PAD 2015 Pertumbuhan PAD(%)
1 Banjarnegara 161.652 180.561 1,12
2 Banyumas 435.597 502.281 1,15
3 Batang 172.638 179.721 1,04
4 Blora 144.724 156.402 1,08
5 Boyolali 227.516 260.633 1,15
6 Brebes 267.770 301.953 1,13
7 Cilacap 374.023 409.845 1,10
8 Demak 220.329 254.324 1,15
9 Grobogan 235.295 272.716 1,16
10 Jepara 231.673 270.251 1,17
11 Karanganyar 215.298 255.445 1,19
12 Kebumen 242.079 245.159 1,01
13 Kendal 215.294 239.564 1,11
14 Klaten 177.922 190.622 1,07
15 Kudus 234.073 255.284 1,09
16 Magelang 242.448 261.569 1,08
17 Pati 279.254 310.063 1,11
18 Pekalongan 255.037 251.558 0,99
19 Pemalang 217.345 230.435 1,06
20 Purbalingga 202.593 215.622 1,06
21 Purworejo 200.258 233.934 1,17
22 Rembang 178.642 193.122 1,08
23 Semarang 248.213 278.851 1,12
24 Sragen 254.392 267.711 1,05
25 Sukoharjo 264.814 313.947 1,19
26 Tegal 253.716 304.000 1,20
27 Temanggung 160.726 212.498 1,32
28 Wonogiri 182.149 211.206 1,16
29 Wonosobo 175.319 182.607 1,04
30 Kota Semarang 1.136.367 1.201.581 1,06
31 Kota Magelang 164.927 186.677 1,13
32 Kota Surakarta 335.660 372.798 1,11
33 Kota Salatiga 165.747 167.010 1,01
34 Kota Tegal 241.936 271.601 1,12
35 Kota Pekalongan 144.065 152.044 1,06
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Lampiran 5
Pertumbuhan PAD tahun 2016 (dalam jutaan)
No Kabupaten PAD 2015 PAD 2016 Pertumbuhan PAD(%)
1 Banjarnegara 180.561 221.048 1,22
2 Banyumas 502.281 541.418 1,08
3 Batang 179.721 209.957 1,17
4 Blora 156.402 171.277 1,10
5 Boyolali 260.633 292.310 1,12
6 Brebes 301.953 339.156 1,12
7 Cilacap 409.845 428.598 1,05
8 Demak 254.324 287.457 1,13
9 Grobogan 272.716 299.211 1,10
10 Jepara 270.251 322.509 1,19
11 Karanganyar 255.445 301.307 1,18
12 Kebumen 245.159 291.016 1,19
13 Kendal 239.564 265.074 1,11
14 Klaten 190.622 224.197 1,18
15 Kudus 255.284 279.239 1,09
16 Magelang 261.569 288.485 1,10
17 Pati 310.063 314.921 1,02
18 Pekalongan 251.558 310.572 1,23
19 Pemalang 230.435 275.458 1,20
20 Purbalingga 215.622 251.816 1,17
21 Purworejo 233.934 255.599 1,09
22 Rembang 193.122 234.168 1,21
23 Semarang 278.851 318.536 1,14
24 Sragen 267.711 297.176 1,11
25 Sukoharjo 313.947 363.163 1,16
26 Tegal 304.000 316.051 1,04
27 Temanggung 212.498 281.328 1,32
28 Wonogiri 211.206 218.604 1,04
29 Wonosobo 182.607 199.894 1,09
30 Kota Semarang 1.201.581 149.1645 1,24
31 Kota Magelang 186.677 285.977 1,53
32 Kota Surakarta 372.798 425.502 1,14
33 Kota Salatiga 167.010 203.768 1,22
34 Kota Tegal 271.601 287.343 1,06
35 Kota Pekalongan 152.044 178.604 1,17
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Lampiran 6
Pertumbuhan Belanja Modal tahun 2014 (dalam jutaan)
No Kabupaten BM 2013 BM 2014 Pertumbuhan BM (%)
1 Banjarnegara 175.918 208.496 1,19
2 Banyumas 313.188 360164 1,15
3 Batang 148.222 157.304 1,06
4 Blora 260.455 335.136 1,29
5 Boyolali 249.111 303.852 1,22
6 Brebes 325.810 282.972 0,87
7 Cilacap 421.186 414.435 0,98
8 Demak 352.309 540.353 1,53
9 Grobogan 353.074 300.522 0,85
10 Jepara 158.798 188.924 1,19
11 Karanganyar 148.478 223.287 1,50
12 Kebumen 286.958 465.778 1,62
13 Kendal 155.398 261.586 1,68
14 Klaten 186.883 268.557 1,44
15 Kudus 132.972 256.850 1,93
16 Magelang 108.603 319.022 2,94
17 Pati 203.474 224.653 1,10
18 Pekalongan 184.320 187.872 1,02
19 Pemalang 249.976 164.388 0,66
20 Purbalingga 112.767 112.249 1,00
21 Purworejo 180.854 216.762 1,20
22 Rembang 135.447 151.454 1,12
23 Semarang 227.584 272.265 1,20
24 Sragen 141.263 267.219 1,89
25 Sukoharjo 209.691 197.957 0,94
26 Tegal 215.975 226.087 1,05
27 Temanggung 103.805 198.451 1,91
28 Wonogiri 192.048 223.887 1,17
29 Wonosobo 138.195 206.098 1,49
30 Kota Semarang 591.011 808.181 1,37
31 Kota Magelang 142.588 127.622 0,90
32 Kota Surakarta 244..975 286.491 1,17
33 Kota Salatiga 69.203 120.272 1,74
34 Kota Tegal 100.804 115.598 1,15
35 Kota Pekalongan 131.315 159.183 1,21
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Lampiran 7
Pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2015 (dalam jutaan)
No Kabupaten BM 2014 BM 2015 Pertumbuhan BM (%)
1 Banjarnegara 208.496 329.811 1,58
2 Banyumas 360.164 362.744 1,01
3 Batang 157.304 193.435 1,23
4 Blora 335.136 326.177 0,97
5 Boyolali 303.852 310.174 1,02
6 Brebes 282.972 469.584 1,66
7 Cilacap 414.435 582.530 1,41
8 Demak 540.353 549.774 1,02
9 Grobogan 300.522 294.827 0,98
10 Jepara 188.924 330.419 1,75
11 Karanganyar 223.287 241.652 1,08
12 Kebumen 465778 468.153 1,01
13 Kendal 261.586 282.090 1,08
14 Klaten 268.557 306.072 1,14
15 Kudus 256.850 451.330 1,76
16 Magelang 319.022 253.851 0,8
17 Pati 224.653 279.135 1,24
18 Pekalongan 187.872 190.291 1,01
19 Pemalang 164.388 267.766 1,63
20 Purbalingga 112.249 170.645 1,52
21 Purworejo 216.762 252.290 1,16
22 Rembang 151.454 51.980 0,34
23 Semarang 272.265 229.910 0,84
24 Sragen 267.219 324.140 1,21
25 Sukoharjo 197.957 265.948 1,34
26 Tegal 226.087 255.207 1,13
27 Temanggung 198.451 320.338 1,61
28 Wonogiri 223.887 311.990 1,39
29 Wonosobo 206.098 257.421 1,25
30 Kota Semarang 808.181 629.209 0,78
31 Kota Magelang 127.622 141.308 1,11
32 Kota Surakarta 286.491 235.829 0,82
33 Kota Salatiga 120.272 107.149 0,89
34 Kota Tegal 115.598 207.499 1,80
35 Kota Pekalongan 159.183 157.668 0,99
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Lampiran 8
Pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2016 (dalam jutaan)
No Kabupaten BM 2015 BM 2016 Pertumbuhan BM (%)
1 Banjarnegara 329.811 487.535 1,48
2 Banyumas 362.744 400.832 1,10
3 Batang 193.435 223.872 1,16
4 Blora 326.177 434.953 1,33
5 Boyolali 310.174 373.915 1,21
6 Brebes 469.584 784.627 1,67
7 Cilacap 582.530 843.986 1,45
8 Demak 549.774 635.402 1,16
9 Grobogan 294.827 494.821 1,68
10 Jepara 330.419 397.078 1,20
11 Karanganyar 241652 382.070 1,58
12 Kebumen 468.153 649.703 1,39
13 Kendal 282.090 329.821 1,17
14 Klaten 306.072 220.759 0,72
15 Kudus 451.330 678.205 1,50
16 Magelang 253.851 353.167 1,39
17 Pati 279.135 419.719 1,50
18 Pekalongan 190.291 237.938 1,25
19 Pemalang 267.766 246.080 0,92
20 Purbalingga 170.645 299.154 1,75
21 Purworejo 252.290 274.262 1,09
22 Rembang 51.980 345.545 6,65
23 Semarang 229.910 381.464 1,66
24 Sragen 324.140 325.396 1,00
25 Sukoharjo 265.948 327.611 1,23
26 Tegal 255.207 516.642 2,02
27 Temanggung 320.338 398.487 1,24
28 Wonogiri 311.990 404.553 1,3
29 Wonosobo 257.421 276.909 1,08
30 Kota Semarang 629.209 1.026.716 1,63
31 Kota Magelang 141.308 250.455 1,77
32 Kota Surakarta 235.829 307.534 1,30
33 Kota Salatiga 107.149 267.294 2,49
34 Kota Tegal 207.499 248.511 1,20
35 Kota Pekalongan 157.668 201.951 1,28
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Lampiran 9
Pertumbuhan PDRB Tahun 2014
No Kabupaten PDRB2013
PDRB
2014
Pertumbuhan PDRB
(%)
1 Banjarnegara 11043083 11629845 1,05
2 Banyumas 27793138 29367687 1,06
3 Batang 11104696 11707397 1,05
4 Blora 11712504 12227201 1,04
5 Boyolali 16266498 17148350 1,05
6 Brebes 23812056 25074171 1,05
7 Cilacap 40209950 44419642 1,10
8 Demak 12333748 12726726 1,03
9 Grobogan 14474729 15064457 1,04
10 Jepara 15623738 16374715 1,05
11 Karanganyar 19256516 20262444 1,05
12 Kebumen 14333333 15163091 1,06
13 Kendal 22386123 23536834 1,05
14 Klaten 20241429 21424522 1,06
15 Kudus 15670767 16489673 1,05
16 Magelang 17020755 17936288 1,05
17 Pati 22329693 23365213 1,05
18 Pekalongan 12034805 12630368 1,05
19 Pemalang 13172063 13898669 1,06
20 Purbalingga 12778311 13397712 1,05
21 Purworejo 9870969 10312937 1,04
22 Rembang 9780750 10284274 1,05
23 Semarang 25758121 27264112 1,06
24 Sragen 19102181 20169824 1,06
25 Sukoharjo 19401889 20449009 1,05
26 Tegal 18050291 18958841 1,05
27 Temanggung 11229342 11867679 1,06
28 Wonogiri 15303280 16107795 1,05
29 Wonosobo 10333757 10828168 1,05
30 Kota Semarang 4755092 4992112 1,05
31 Kota Magelang 25631681 26984358 1,05
32 Kota Surakarta 6989046 7378043 1,06
33 Kota Salatiga 8804175 8491325 0,96
34 Kota Tegal 5456187 5755282 1,05
35 Kota Pekalongan 96985402 103172131 1,06
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Lampiran 10
Pertumbuhan PDRB Tahun 2015
No Kabupaten PDRB 2014 PDRB 2015 Pertumbuhan PDRB(%)
1 Banjarnegara 11.629.845 12.226.046 1,05
2 Banyumas 29.367.687 31.164.876 1,06
3 Batang 11.707.397 12.327.739 1,05
4 Blora 12.227.201 12.882.587 1,05
5 Boyolali 17.148.350 18.160.983 1,06
6 Brebes 25.074.171 26.572834 1,06
7 Cilacap 44.419.642 49.019.608 1,10
8 Demak 12.726.726 13.340.880 1,05
9 Grobogan 15.064.457 15.962.619 1,06
10 Jepara 16,374.715 17.200.365 1,05
11 Karanganyar 20.262.444 21.286.287 1,05
12 Kebumen 15,163.091 16.115.554 1,06
13 Kendal 23.536.834 24.771.543 1,05
14 Klaten 21,424.522 22.558.976 1,05
15 Kudus 16.489.673 17.436.363 1,06
16 Magelang 17.936.288 18.838.351 1,05
17 Pati 23.365.213 24.752.325 1,06
18 Pekalongan 12.630.368 13.234.564 1,05
19 Pemalang 13.898.669 14.673.696 1,06
20 Purbalingga 13.397.712 14.125.812 1,05
21 Purworejo 10.312937 10.866.645 1,05
22 Rembang 10.284.274 10.850.269 1,06
23 Semarang 27.264112 28.769.677 1,06
24 Sragen 20.169.824 21.390.871 1,06
25 Sukoharjo 20.449.009 21.612.078 1,06
26 Tegal 18.958.841 19.992.675 1,05
27 Temanggung 11.867679 12.486.494 1,05
28 Wonogiri 16.107.795 16.977.198 1,05
29 Wonosobo 10.828.168 11.353.869 1,05
30 Kota Semarang 4.992.112 5.247.341 1,05
31 Kota Magelang 26.984.358 28.453.393 1,05
32 Kota Surakarta 7.378.043 7.759.182 1,05
33 Kota Salatiga 8.491.325 8.953.879 1,05
34 Kota Tegal 5.755.282 6.043.095 1,05
35 Kota Pekalongan 103.172.131 109.141.554 1,06
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Lampiran 11
Pertumbuhan PDRB tahun 2016
No Kabupaten PDRB 2013 PDRB2014
Pertumbuhan PDRB
(%)
1 Banjarnegara 12.226.046 12.929.657 1,06
2 Banyumas 31.164.876 33.051.046 1,06
3 Batang 12.327.739 12.935.491 1,05
4 Blora 12.882.587 15.913.432 1,24
5 Boyolali 18.160.983 19.118.756 1,05
6 Brebes 26.572.834 27.867.371 1,05
7 Cilacap 49.019.608 53.071.777 1,08
8 Demak 13.340.880 13.871.630 1,04
9 Grobogan 15.962.619 16.674.630 1,04
10 Jepara 17.200.365 18.063.134 1,05
11 Karanganyar 21.286.287 22.428.803 1,05
12 Kebumen 16.115.554 16.916.219 1,05
13 Kendal 24.771.543 26.159.087 1,06
14 Klaten 22.558.976 23.717.931 1,05
15 Kudus 17.436.363 18.441.420 1,06
16 Magelang 18.838.351 19.855.844 1,05
17 Pati 24.752.325 26.039.955 1,05
18 Pekalongan 13.234.564 13.917.701 1,05
19 Pemalang 14.673.696 15.463.800 1,05
20 Purbalingga 14.125.812 14.796.924 1,05
21 Purworejo 10866.645 11.426.355 1,05
22 Rembang 10.850.269 11.418.008 1,05
23 Semarang 28.769.677 30.286.380 1,05
24 Sragen 21.390.871 22.614.621 1,06
25 Sukoharjo 21.612.078 22.836.644 1,06
26 Tegal 19.992.675 21.265.717 1,06
27 Temanggung 12.486.494 13.110.795 1,05
28 Wonogiri 16.977.198 17.862.651 1,05
29 Wonosobo 11.353.869 11.949.926 1,05
30 Kota Semarang 5.247.341 5.518.684 1,05
31 Kota Magelang 28.453.393 29.966.373 1,05
32 Kota Surakarta 7.759.182 8.164.810 1,05
33 Kota Salatiga 8.953.879 9.442.940 1,05
34 Kota Tegal 6.043.095 6.367.272 1,05
35 Kota Pekalongan 109.141.554 115298.166 1,06
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Lampiran 12
Fiscal Stress tahun 2014 (dalam jutaan)
No Kabupaten PAD 2014 BELANJA 2014 FS (%)
1 Banjarnegara 161.652 208.496 -46.844
2 Banyumas 435.597 360.164 75.433
3 Batang 172.638 157.304 15.334
4 Blora 144.724 335.136 -190.412
5 Boyolali 227.516 303.852 -76.336
6 Brebes 267.770 282.972 -15.202
7 Cilacap 374.023 414.435 -40.412
8 Demak 220.329 540.353 -320.024
9 Grobogan 235.295 300.522 -65.227
10 Jepara 231.673 188.924 42.749
11 Karanganyar 215.298 223.287 -7.989
12 Kebumen 242.079 465.778 -223.699
13 Kendal 215.294 261.586 -46.292
14 Klaten 177.922 268.557 -90.635
15 Kudus 234.073 256.850 -22.777
16 Magelang 242.448 319.022 -76.574
17 Pati 279.254 224.653 54.601
18 Pekalongan 255.037 187.872 67.165
19 Pemalang 217.345 164.388 52.957
20 Purbalingga 202.593 112.249 90.344
21 Purworejo 200.258 216.762 -16.504
22 Rembang 178.642 151.454 27.188
23 Semarang 248.213 272.265 -24.052
24 Sragen 254.392 267.219 -12.827
25 Sukoharjo 264.814 197.957 66.857
26 Tegal 253.716 226.087 27.629
27 Temanggung 160.726 198.451 -37.725
28 Wonogiri 182.149 223.887 -41.738
29 Wonosobo 175.319 206.098 -30.779
30 Kota Semarang 1.136.367 808.181 328.186
31 Kota Magelang 164.927 127.622 37.305
32 Kota Surakarta 335.660 286.491 49.169
33 Kota Salatiga 165.747 120.272 45.475
34 Kota Tegal 241.936 115.598 126.338
35 Kota Pekalongan 144.065 159.183 -15.118
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Lampiran 13
Fiscal Stress tahun 2015 (dalam jutaan)
No Kabupaten PAD 2015 BELANJA 2015 FS (%)
1 Banjarnegara 180.561 329.811 -149.250
2 Banyumas 502.281 362.744 139.537
3 Batang 179.721 193.435 -13.714
4 Blora 156.402 326.177 -169.775
5 Boyolali 260.633 310.174 -49.541
6 Brebes 301.953 469.584 -167.631
7 Cilacap 409.845 582.530 -172.685
8 Demak 254.324 549.774 -295.450
9 Grobogan 272.716 294.827 -22.111
10 Jepara 270.251 330.419 -60.168
11 Karanganyar 255.445 241.652 13.793
12 Kebumen 245.159 468.153 -222.994
13 Kendal 239.564 282.090 -42.526
14 Klaten 190.622 306.072 -115.450
15 Kudus 255.284 451.330 -196.046
16 Magelang 261.569 253.851 7.718
17 Pati 310.063 279.135 30.928
18 Pekalongan 251.558 190.291 61.267
19 Pemalang 230.435 267.766 -37.331
20 Purbalingga 215.622 170.645 44.977
21 Purworejo 233.934 252.290 -18.356
22 Rembang 193.122 51.980 141.142
23 Semarang 278.851 229.910 48.941
24 Sragen 267.711 324.140 -56.429
25 Sukoharjo 313.947 265.948 47.999
26 Tegal 304.000 255.207 48.793
27 Temanggung 212.498 320.338 -107.840
28 Wonogiri 211.206 311.990 -100.784
29 Wonosobo 182.607 257.421 -74.814
30 Kota Semarang 1.201.581 629.209 572.372
31 Kota Magelang 186.677 141.308 45.369
32 Kota Surakarta 372.798 235.829 136.969
33 Kota Salatiga 167.010 107.149 59.861
34 Kota Tegal 271.601 207.499 64.102
35 Kota Pekalongan 152.044 157.668 -5.624
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Lampiran 14
Fiscal Stress tahun 2016 (dalam jutaan)
No Kabupaten PAD 2016 BELANJA 2016 FS (%)
1 Banjarnegara 221.048 487.535 -266.487
2 Banyumas 541.418 400.832 140.586
3 Batang 209.957 223.872 -13.915
4 Blora 171.277 434.953 -263.676
5 Boyolali 292.310 373.915 -81.605
6 Brebes 339.156 784.627 -445.471
7 Cilacap 428.598 843.986 -415.388
8 Demak 287.457 635.402 -347.945
9 Grobogan 299.211 494.821 -195.610
10 Jepara 322.509 397.078 -74.569
11 Karanganyar 301.307 382.070 -80.763
12 Kebumen 291.016 649.703 -358.687
13 Kendal 265.074 329.821 -64.747
14 Klaten 224.197 220.759 3.438
15 Kudus 279.239 678.205 -398.966
16 Magelang 288.485 353.167 -64.682
17 Pati 314.921 419.719 -104.798
18 Pekalongan 310.572 237.938 72.634
19 Pemalang 275.458 246.080 29.378
20 Purbalingga 251.816 299.154 -47.338
21 Purworejo 255.599 274.262 -18.663
22 Rembang 234.168 345.545 -111.377
23 Semarang 318.536 381.464 -62.928
24 Sragen 297.176 325.396 -28.220
25 Sukoharjo 363.163 327.611 35.552
26 Tegal 316.051 516.642 -200.591
27 Temanggung 281.328 398.487 -117.159
28 Wonogiri 218.604 404.553 -185.949
29 Wonosobo 199.894 276.909 -77.015
30 Kota Semarang 1.491.645 1.026.716 464.929
31 Kota Magelang 285.977 250.455 35.522
32 Kota Surakarta 425.502 307.534 117.968
33 Kota Salatiga 203.768 267.294 -63.526
34 Kota Tegal 287.343 248.511 38.832
35 Kota Pekalongan 178.604 201.951 -23.347
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Lampiran 15
Hasil Statistik Diskriptif
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std.Deviation
FS 102 -445471 464929 -41971,46 137933,719
P_PAD 102 ,99 2,00 1,2615 ,22858
P_BM 102 ,34 2,94 1,2949 ,37048
PE 102 ,96 1,10 1,0526 ,01304
Valid N (listwise) 102
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Lampiran 16
Hasil Uji Asumsi Klasik :
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 102
Normal Parametersa,b
Mean 0E-7
Std. Deviation 131642,01960800
Most Extreme
Differences
Absolute ,124
Positive ,104
Negative -,124
Kolmogorov-Smirnov Z 1,252
Asymp. Sig. (2-tailed) ,087
Monte Carlo Sig. (2-
tailed)
Sig. ,080c
99% Confidence
Interval
Lower
Bound ,073
Upper
Bound ,087
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481.
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Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients StandardizedCoefficients t Sig.
Collinearity
Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1
(Constant) 991243,620 1129224,664 ,878 ,382
P_PAD 68954,693 59712,724 ,114 1,155 ,251 ,949 1,054
P_BM -101197,466 36173,348 -,272 -2,798 ,006 ,985 1,016
PE -939686,852 1050062,825 -,089 -,895 ,373 ,943 1,061
a. Dependent Variable: FS
Uji Heteroskedastisitas
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 25,843 19,885 1,300 ,197
P_PAD -,589 1,052 -,057 -,560 ,577
P_BM 1,237 ,637 ,194 1,942 ,055
PE -4,739 18,491 -,026 -,256 ,798
a. Dependent Variable: LNU2i
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Uji Autokorelasi
Substruktural 1
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted RSquare
Std. Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
1 ,299a ,089 ,061 133641,760 1,431
a. Predictors: (Constant), PE, P_BM, P_PAD
b. Dependent Variable: FS
Substruktural 2
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted RSquare
Std. Error of
the Estimate
Durbin-
Watson
1 ,418a ,174 ,140 128556,215 2,037
a. Predictors: (Constant), LAG_FS, P_BM, PE, P_PAD
b. Dependent Variable: FS
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Lampiran 17
Hasil Pengujian Ketetapan Model :
Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 171305040179,56 3 57101680059,856 3,197 ,027
b
Residual 1750291753973,77 98 17860119938,508
Total 1921596794153,34 101
a. Dependent Variable: FS
b. Predictors: (Constant), PE, P_BM, P_PAD
Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the
Estimate
1 ,299a ,089 ,061 133641,760
a. Predictors: (Constant), PE, P_BM, P_PAD
b. Dependent Variable: FS
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Lampiran 18
Hasil Uji Rgresi Linier Berganda
Model
Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 991243,620 1129224,664 ,878 ,382
P_PAD 68954,693 59712,724 ,114 1,155 ,251
P_BM -101197,466 36173,348 -,272 -2,798 ,006
PE -939686,852 1050062,825 -,089 -,895 ,373
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Lampiran 19
Hasil Pengujian Hipotesis:
Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)
Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 991243,620 1129224,664 ,878 ,382
P_PAD 68954,693 59712,724 ,114 1,155 ,251
P_BM -101197,466 36173,348 -,272 -2,798 ,006
PE -939686,852 1050062,825 -,089 -,895 ,373
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